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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 
sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak dengan menggunakan metode 
convenience sampling. Teknik dan metode analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 
16.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur 
organisasi,  strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak.  
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A. Latar Belakang  
Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk 
pembiayaan pemerintah dan pembangunan.Besar kecilnya pajak akan 
menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran 
negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan rutin. 
Sebagai bukti pada tahun 2013-2014 penerimaan pajak terhadap APBN 
mencapai 77% (Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2014). 
Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan salah satu program 
pemerintah untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 
Hal ini dilakukan dengan pembenahan pegawai perpajakan guna 
meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, 
menguasai, dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa 
permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada masa 
sebelum dilakukannya reformasi administrasi perpajakan meliputi: (1) 
Kesulitan untuk mengetahui besarnya potensi pajak. (2) Persepsi masyarakat 
tentang pajak cenderung negatif. Masyarakat mempertanyakan ke mana 
uang pajak dialirkan, karena pihak-pihak yang telah membayar pajak tidak 
merasakan manfaat membayar pajak.  (3)Dilihat dari sisi pemenuhan 
kewajiban perpajakan, tingkat kepatuhan masih rendah dan Direktorat 
Jenderal pajak (DJP) belum mempunyai metodologi penggalihan potensi 
pajak yang baku, sehingga upaya eksten dan intensifikasi perpajakan 
menjadi terkendala. (4) Organisasi dan jumlah pegawai Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) yangsangat besar dengan manajemen SDM yang secara umum 
belum baik menyangkut : career path, reward and punishment, sistem 
mutasi dan promosi, maupun pendidikan dan pelatihan menyebabkan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
masih rendah.  
Kebijakan reformasi sangat erat kaitannya dengan administrasi, tujuan 
administrasi sendiri menurut Kusdi (2009) adalah mengelola berbagai upaya 
perubahan di dalam organisasi sesuai dengan kondisi-kondisi dan 
karakteristik-karakteristik perubahan yang harus dilakukan. Direktoral 
Jenderal Pajak dalam mengimplementasikan peran administrasi dalam 
reformasi perpajakan telah melakukan perubahan dalam berbagai aspek. 
Perubahan tersebut melalui perubahan struktur, prosedur, strategi, dan 
budaya organisasi. 
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk 
mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian 
kali ini peneliti mengambil judul: “PENGARUH PENERAPAN SISTEM 
ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasuspada Wajib Pajak yang 
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)”.. 
B. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
1. Membuktikan secara empiris pengaruh struktur organisasi terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Sukoharjo.  
2. Membuktikan secara empiris pengaruh prosedur organisasi terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Sukoharjo. 
3. Membuktikan secara empiris pengaruh strategi organisasi terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Sukoharjo. 
4. Membuktikan secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Sukoharjo. 
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Struktur Organisasi  
Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), 
struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang 
sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub 
unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi 
administratif, dan jaringan komunikasi formal. 
Dimensi penerapan modernisasi struktur organisasi terdiri dari: (1) 
Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi; (2) Spesifikasi tugas dan 
tanggung jawab; (3) Menyelesaikan dan menyempurnakan Sistem Informasi 
Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT); 
(4) Pendelegasian wewenang melalui kordinasi yang memiliki rentang 
kendali; dan (5) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan. 
B. PROSEDUR ORGANISASI 
Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), 
prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan 
keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan 
pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang 
dilakukan secara teratur.  
Dimensi penerapan modernisasi prosedur organisasi terdiri dari: (1) 
Pelayanan satu pintu melalui Account Representative (AR); (2)Dukungan 
teknologi informasi modern; (3) Proses komunikasi; (4) Pengambilan 
keputusan berdasarkan Standar Operation Procedure; dan(5) Ketentuan 
perpajakan yang berlaku meliputi kepastian hukum, keadilan dan 
kesederhanaan. 
C. Strategi Organisasi  
Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), 
strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang 
bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya 
yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan 
berhasil danselamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola 
arus keputusan yang bermakna. 
Kegiatan modernisasi strategi organisasi meliputi: (1) Sensus pajak 
Nasional; (2) Kampanye sadar dan peduli pajak; (3) Simplifikasi administrasi 
perpajakan; (4) Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak; (5) 
Mengembangkan mekanisme internal quality control atas pelaksanaan 
pelayanan dan pemeriksaan; dan (6) Bekerja sama dengan instansi lain. 
D. Budaya Organisasi 
Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), budaya 
organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai nilai 
yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-
anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh 
anggota organisasi.  
Kegiatan modernisasi budaya organisasi meliputi: (1) Menerapkan kode 
etik terhadap seluruh pegawai Direktorat; (2) Penyiapan SDM yang 
berkualitas dan professional; (3) Melakukan penyempurnaan sistem 
manajemen SDM; (4) Perkantoran modern; (5)Bekerja sama dengan instansi 
pemerintah dalam melaksanakan pengawasan. 
E. Kepatuhan Wajib Pajak  
Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan 
Safri Nurmantu yang dikutip oleh Sinaga (2011), sebagai suatu iklim kepatuhan 
dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi 
dimana: (1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua 
ketentuan perundang-undangan perpajakan; (2) Mengisi formulir pajak dengan 
lengkap dan jelas; (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 
(4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 
deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 
menjelaskan sesuatu yang menggunakan penelitian dengan angka dan 
melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 
B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
1. Variable Independent  
Variable independent dalam penelitian ini adalah variabel Penerapan 
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAM) yang dikembangkan 
dalam variabel reformasi administrasi perpajakan menurut Nasucha 
dalam Fasmi dan Misra (2013), terdiri dari struktur organisasi (SKO), 
prosedur organisasi (PRO), strategi organisasi (SGO), budaya organisasi 
(BDO).  
2. Variable dependent  
Variable dependent dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib 
Pajak (KWP). 
Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert. 
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Masing-
masing pertanyaan diberi skor berdasarkan skala Likert 1 sampai 5. 
 
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Untuk menghitung jumlah 
sampel minimum yang akan digunakan penelitian, menggunakan rumus 
Slovin. Sampel diambil dengan menggunakan teknik Convenience sampling.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari 
responden secara langsung dari teknik wawancara menggunakan kuesioner. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Wawancara; Observasi; Dokumentasi. 
E. Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 
1. Uji Validitas  
Uji validitas penelitian ini merupakan pengujian validitas setiap item 
pertanyaan dengan menghitung korelasi Product Moment Pearson antara 
skor item dan skor total. Hasil uji dari validitas angket menggunakan 
program SPSS 16 for Windows diperoleh nilai r-hitung > r-tabel 
(0,1966). 
2. Uji Reliabilitas  
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s 
Alpha. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 
0,6, hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam 
penelitian adalah reliabel. 
F. Teknik Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
a) Uji Normalitas 
Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan pengujian 
Kolmogorof-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan 
nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model 
regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
b) Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai 
tolerance dan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator 
ada atau tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas. Dari hasil 
pengujian diperoleh nilai tolerance angka > 0,10 dan nilai VIF 
menunjukkan < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
multikoleniaritas pada model regresi.  
c) Uji Heteroskedastisitas  
Dalam penelitian ini menggunakan uji Gleyser sebagai indikator 
terjadinya heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian diperoleh nilai 
signifikansi (Sig) > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
model regresi yang digunakan tidak terkena heteroskedastisitas. 
2. Pengujian Hipoesis 
a) Uji Regresi Linier Berganda  
Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh 
variable independent terhadap variable dependent. Dari hasil 
pengujian dapat dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut: 
KWP =1,885 + 0,388SKO - 0,172PRO + 0,695SGO + 0,266BDO +  
b) Uji F  
Pada penelitian ini diperoleh F hitung 15,898 > F tabel 2,47. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini adalah fit. 
c) Uji t 
1) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel struktur organisasi 
menunjukkan nilai thitung sebesar 6,400 dengan nilai Sign sebesar 
0,000 (Sign<0,05), sedangkan ttabel dengan taraf signifikan 0,05 
diperoleh nilai sebesar 1,98525. Dikarenakan thitung > ttabel (6,400 
> 1,98525),maka H1 Gagal Menolak. Artinya struktur Organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
2) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel prosedur organisasi 
menunjukkan nilai thitung sebesar -2,607, dengan nilai Sign sebesar 
0,011 (Sign<0,05), sedangkan ttabel dengan taraf signifikan 0,05 
diperoleh nilai sebesar 1,98525. Dikarenakan thitung > ttabel (-2,607 
> 1,98525),maka H2Gagal Menolak. Artinya Prosedur Organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
3) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel strategi organisasi 
menunjukkan nilai thitung sebesar 2,281, dengan nilai Sign sebesar 
0,025 (Sign<0,05), sedangkan ttabel dengan taraf signifikan 0,05 
diperoleh nilai sebesar 1,98525. Dikarenakan thitung > ttabel (2,281 
> 1,98525),maka H3 Gagal Menolak. Artinya Strategi Organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
4) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel budaya organisasi 
menunjukkan nilai thitung sebesar 2,633, dengan nilai Sign sebesar 
0,010 (Sign<0,05), sedangkan ttabel dengan taraf signifikan 0,05 
diperoleh nilai sebesar 1,98525. Dikarenakan thitung > ttabel (2,633 
> 1,98525),maka H4 Gagal Menolak. Artinya Budaya Organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
d) Uji Koefisien Determinasi  
Untuk uji koefisien determinasi dapat dilihat berdasarkan nilai 
adjusted R Square yang menunjukkan angka sebesar 0,376. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur 
organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 37,6% dan sisanya sebesar 
62,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 
G. Simpulan  
1. Variabel struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < 
0,05, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menolak Ho dan 
gagal menolak Ha.  
2. Variabel prosedur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,011 < 
0,05, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menolak Ho dan 
gagal menolak Ha. 
3. Variabel strategi organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,025 < 
0,05, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menolak Ho dan 
gagal menolak Ha. 
4. Variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,010< 
0,05, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menolak Ho dan 
gagal menolak Ha. 
H. Saran 
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo 
Perlu meningkatkan  pelayanan yang optimal bagi Wajib Pajak, dan 
meningkatkan strategi yang baru dalam sosialisasi kepada Wajib 
Pajak agar dapat mengurangi keterlambatan dan tingkat kesalahan 
dalam pelaporan e-SPT secara berkelanjutan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Pada penelitian selanjutnya disarankan mengujikan variabel 
penelitian ini dengan menambah Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama yang diteliti. 
b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah pengukuran variabel 
dengan responden Wjib Pajak untuk melihat persepsi Wajib 
Pajak tentang kepatuhan Wajib Pajak. 
c. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel 
independent yang lain agar dapat menyempurnakan dan 
membandingkan dengan hasil penelitian ini. 
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